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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl

NOMOR  13 TAHUN 2001

TENTANG

DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPlLAN
TENAGA KEttJA ittDO梃 ESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAttSA

/ヽ Menimbang : a.

BUPATI KUTAi,

bahwa iklim usaha dan investasi cukup baik, oleh karena itu
perlu partisipasi dugia usaha dalanr upaya peningkatan
keahlian dan keieranipilan nrelalui pengumpulan dana
pengembangan keahlian dan keterampilan;

bahwa pengenrbangan keahlian dan keterampiian Tenaga
Kerja lndonesia di Kabupaten Kutai Kadanegara,
merupakan kevrajibarr piliak pens,guna Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang;

bahla rJengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1993 Tenlang Pemerintahan Daerah yang telah
memberil<arr kernienangan untuk nrengatur dan mengurus
kepentingan ma{ryarai<atnya sendiri maka diperlukan biaya
dari penclapatarr asli daerah;

bahrva berdasarl<an Keputusan Presiden Republik lndonesia
Nomor 75 Tahun 1995 Pasal 10 ayat (1) dan (3) yang telah
mengatlrr teniang pelaksanaan besarnya pemltngutan Dana
Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja
lndonesia;

bahrnla untuk maksud lruruf a, b, c dan d diatas, maka
dipandang perlu menetapkan Dana Pengembangan
Kealriiarr dan Kcteranrpi!an Tenaen Kcrja lndonesia yilng
cireiur cienEe n Pei"atr-:rah Da*rah.

Undang-Undang Republik lndonesia Notnor 3 Tahun 1951
Tentang Pengawasan Perburulran (Lembar Negara Tahun
1951 Nornor 4);

Mengingat : 1.

b.

C,

d.

e.
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Tahun 1958 Nomor8):

l菫椰鮮ξ珊》理電趣疑職駆i

Daёrah   Tingkat  n  di Kalimantan    (Lembaran
Nogara  Tahun  1959  Norllo「  9, Tambahan Lembaran
Nogara Nomor 352)sebagai ∪ndang― Undang:

4. Undang_∪ndancI Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 1969
Tentan9 Ketentuan Pokok‐Pokok Mengenal Tenaga Ketta

(Lel‐nbarall  lNIegara  Tahun 1969  Nomor 55,Tambahan
Lembaran Negara Nonlor 2912)i

5. ∪ndang―Undang ttepublik lndonesia Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Palak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran

(LOmbaran NegaFa Tahtl鸞  2000 Nomor 246, Tambahan
l_el■ baran卜」ogaFa NOmOr 4048)i

6. ∪r)dang― し
'1ldang ReiDublik lndonesia No11lor 22 Tahun 1 999Tentan9 Poinerintahan Dacrall (Lembaran Negara Tahun

1999 No「lo「 601 Tambahan   Lembaran Negara Nomor
3839)|

7. ∪ndang― ∪ndang Republik l:ldonesia Nomo「 25 Tahun 1999
Tentang Perimbarlgan Kettalngaln Antara Pemerintahan
Pusat dan DaeFah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72,Tambahan Lembaran Negara Nonlor 3848)i

8, Perattlran Pomerintah Republik lrldむ nesia Nomor 25 Tahun
2000 Tentang  Kev〆 enangan  Pemerintah dan  Proplnsi
sebagat Daerah C)tonom (Lelllbaran Negara Tahun 2000
Nomor 72)i

9.PcratlJran PerlleFinta1l Republik lndonesia Nomor 84 Tahun
2000 Tentang Pedoman C)rganisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor165)i

10.PeratlJrcn Pomeriritah Republ:k lrllonesta l(ornor 92 Tahun
2000 Tentang ttarif Atas 」enis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Keria dan
Transmigra3i(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor181):

11.Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang
Pengoiolaan dan Pettanggungiawaban Keuangan Daerah

(LembaFan Negara Tahun 2000 Nomor202)i
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2000 Nomor36)i

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Nomor.… …...・…Tahun
2001 Tentang  Pernberian izin Mernpekettakan Tenaga
Ketta Warga Negara Asin9 Pendatang:

Denc」 an persetuiuan

DEWAN PttRi∬AKILA鵜 冷 、KYAT DA巨 獄AH KABUPATEN KUTAl

l・7「lEMUTUSKAN

Menetapkan     I PERATURAN   DAERAH   TENTANO   DANA
PENGEMBANGAN KEAHLiAN DAN KETERAMPiLAN
TENAGA KttRJA INDONESIA

BABI

KETENTtJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dinraksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kiriai,

b. Pemerintah Daerah adalah Penrerintah Kabupaten Kutai,

c. DPRD adalah Dev'ran Penrrakilan Rai"ri'ai Daerah Kabupaten Kuiat,

d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai,
e. Wakil Kepala Daeralr adaiah Wakil Bupati Kutai,

f. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai,

＼



g. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Kutai,

h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai,

i. Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

OKWNAP) adalah :

1. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMA PMDN),
Perusahaan Swasta Nasional,
Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di
kontrak Pemerintah atau dengan persetujuan
Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan
atau seluruhnya mitik Pemerintah,
Lembaga Nasional Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan
Instansi Pemerintah,
Proyek-proyek Daerah.

Keagamaan,

|.

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat

OKWNAP) adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pemegang

Visa yang akan dipekerjakan diwilayah Kabupaten Kutai dengan menerima
upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jqbatan teftentu,

lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negarlr Asing Pendatang yang

selanjutnya disingkat IKTA adalah lein tertulis yang diberikan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon I
Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang,

Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya di singkat
DPKK Tenaga Kerja lndonesia adalah Penerimaan Pemerintah Daerah
bukan pajak yang selanjutnya di singkat PPDBP.

8AB II

KttTENTUAtt TARIF

Pasa1 2

(1) Setiap pengguna TKWNAP walib DPKK.

(2) DPKK dimaksud dalarln ayat(1)ditetapkan sebesar US$ 100(Seratus
dollar Arnerika)perbulan ulntuk setiap TKVVNAP,

4.

２

３

５

６

７

Kabupaten Kutai berdasarkan
lainnya,
Dagang, Modalnya sebagian

k.

4
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KETE T'JTUAN PE LAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pembayaran DPKK sebagaimana dalam pasal 1 oleh pengguna TKWNAP
kepacla tsanl< Pemerintah yang ditunjuk yang berkedudukan di Kabupaten

Kutai

(2) Bank sebagaimana dimaksuci cjalam ayat (.1), menerbitkan tanda bukti
penerimaan npl(f yanE cjibuat cialam rangkap 3 (tiga) masing-masing
urrtuk :

a. Pengguna TKVVNAP,
b. Fenerhit IKTA Kepala Dinas Tenaga Kerja,
c. Dinas Pendapataii Daerah Kabupaten Kutai.

(3) Bukti pembayarair DFI(K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
salah satu persyaratan untult mendapat IKTA

(4) Pembayaran DPKK dilaksanakan 12 ( dua belas ) bulan dimuka,

(5) Bagi Tl{/r/NAP yang bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, pengguna
IKWNAP membayar DPKK sekaligus di nruka sesuai dengan jangka waktu
berlakunya IKTA.

(6) 
;fil'ffiffi:,. 3ffi'liix'fi?=:'Ti J, :T'S":ilnn' 

penssuna TKWNAP

Pasal 4

Bendaharav/an khusus atau pengelola menerima, menyimpan atau membukukan
bukti DPKK, mengeluarkan dan menyetorkan dari Bank Pemerintah yang

ditunjuk yang berkedudukan di Kabupaten Kutai ke Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja.

SAB IV

:く 藤T穫涎TUAtt PENGGtJNAAN

Pasa1 5

(1, DPKK yar、 9 tcla1l tCr卜 :u rl〕 ilt.li diSt:1、 3L371 tltttttk βCllgcrl、 bar19arl kcd1lil● ∩dan
keterampilan Tenaga Ketta indOnesia sesual dengan program Pemenntah
Daerah

(2)DPKK yang tclah terkunlpul di Bank Pemerintah yang ditunjuk 50'る (lima
puluh persen)disetOi′ ko Dinas Pendapatan Daerah.



(3) Penggunaan langsung dari hasil DPKK sebesar 50 0/6 (lima p-ul.uh perseh)

u'nt;k- keperluan per;binaan yang berhubungan dengan TKWNAP akan

diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PEhIGEC UALIAN

Fasai 6

DPKK sebagaimana dimaksuci dalam pasal 2 dikecualikan terhadap:

a. TKWNAP sebagai Roharriawan yang telah menrperoleh persetujuan dari

Menteri Agama,

b. TKWNAP sebagai terraga ahli clalam rangka kerja sama dan bantuan
program atau proyek ciari luar negeri kepada Pemerintah Republik
Indonesia dan telah nremperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris
Kabinet Republik lndonesia,

c. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Sosial Republik lndonesia,

d. TKWNAP yanE melakukan pekerjaan yarlg bersifat mendesak atas
persetujuan dan pertimbangan dari lv4enteri Te knis terkatt

BAB VI

PENGAWASAN    、

Pasa1 7

Pengav′asan untlJk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala
Daerah atau Pelabat yang dituniuk

BAB VII

31AYA PEMUNGUTAN

Pttsa1 8
ヽ

11 Kёpada petugas pemungut diberikan biaya peFltungutan sebesar 5 % dima
l persen)darijumlah hasil pomungutan,

０́



BAB VIll

PENYIDIKAN
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Pasal 9

(1) Selain Peiabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana'

penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

serta peraturan pelaksanaannya dalat juga dilakukan oleh Penyedik Pegawai

wegeii Sipil (PPNS) terteniu yang diangkat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1)
' 'adatin pejabat penyiaip Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunga.n

pemerintah Daerah ying sekuiang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda

Tingkat I (Golongan Ruang ll/b),

(3) penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

benrvenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana ;

b. Melakukan tindakan Pertama
pemeriksaan ;

pada saat ditemPat kejadian dan meiakukan

c. Menyuruh berhenti seorang tersangl<a
tersangka ,

dan memeriksa tanda Pengenal diri

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memlnggil orang" untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperluftan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
h. it4engadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

fenfiOif bahwa tidak terdapat cukup bulcti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tesangka atau

keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan ;

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Apabila Perusahaan / Pengguna -IK\I/NAP tidak mematuhi
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai ini akan dikenakan sangsi pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membar denda
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)'

色
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(2) Tindak piclana sebagaimana Ciiraksucl dalam ayat (1) adalah
pelanggai'an.

秘AB X

I(騒TENTtlAN PttNUTUP

Pasa111

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang
Fllengatur telntang DPIく |く  di Kabし lpaten Kし,tal yang bertentangan dengan

Pcraturan Daera11 11li dinyatakan tidak berlaku lagi`

(2)卜 lal― ltal yang belulη  diatur dalam Perattlran Daerah ini sepanjang rnengenal
teknis pelaksarlaannya akain diaturlebih lanitit dengan Keputusan Bupati.

(3) Peratlaran Daerah irli nlulai berlaku selak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahtlinya memerintalnkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Kutal.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 24 Oktober 2001

DRS.H.3YAUKANIHR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupatet"r Kutai
Nomor anggal 2 Nopernber Tahun 2OO1.

SEK PATEtt KUTAl,

＼
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BUPATI KUTAl,
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NIP.550


